
 

 

BUPATI PATI 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR  44  TAHUN 2015 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 65 TAHUN 2014  

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PATI, 

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan pembukuan dan 

pelaporan serta penerapan ketetapan pajak dalam rangka 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan di Kabupaten Pati maka Peraturan Bupati Pati 

Nomor 65 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan 

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu 

disesuaikan; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 

2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 

Pajak Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 

SALINAN 



3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten 

Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Nomor 22); 

8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Nomor 66); 

9. Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2015 tentang Tata 

Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 

dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2014 

Nomor 81); 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI PATI NOMOR 65 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA 

PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN 

PERKOTAAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 65 

Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten 

Pati Tahun 2014 Nomor 81), diubah sebagai berikut : 

1. Pasal 11 di hapus. 

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 22 

(1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Dinas setiap bulan 

kepada Bupati. 

(2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan 

informasi  tentang  realisasi  penerimaan  dan  tunggakan 

PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah. 

(3) Bentuk,  Jenis  dan  isi  formulir  sebagaimana  dimaksud 

pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum pada 

lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut : 

Pasal 23 

Pelaporan oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 

ayat (1) berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen 

lain  yang  sah  dari  bank  atau  tempat  lain  yang ditunjuk. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

Ditetapkan di Pati 

pada tanggal  12 Oktober 2015 

BUPATI PATI, 

ttd. 

HARYANTO 

Diundangkan di Pati 

pada tanggal 12 Oktober 2015       

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI 

ttd.   

DESMON HASTIONO  

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 46 

 

 

 

 

 


